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MOTO 

 

True revenge is to be strong, to survive, to protect. (RM) 
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Pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, khususnya 

dalam penyelesaian sengketa di Masyarakat Hukum Adat Majene. Lembaga Adat 

dapat dipandang sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga 

peradilan resmi negara karena sengketa atau perselisihan dapat ditangani melalui 

jalur alternatif di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif biasanya diatur 

oleh prinsip-prinsip berdasarkan asas kerahasiaan, asas kebebasan berbicara, asas 

ikatan kontrak, dan asas itikad baik. Sebelum adanya sistem hukum nasional, 

hukum adat telah menjadi pedoman hidup masyarakat, mengatur berbagai aspek 

kehidupan sosial. Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat dan persekutuan 

hukum sangat terkait karena persekutuan hukum merupakan bagian penting dari 

struktur Masyarakat Hukum Adat. Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat adalah 

perselisihan atau konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat adat, sering kali 

timbul dari permasalahan yang muncul di persekutuan hukum, dan penyelesaiannya 

dilakukan dengan pendekatan adat.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian 

sengketa melalui Lembaga Adat dan sejauh mana Kepala Rakyat memiliki 

kewenangan dalam proses tersebut, mengingat adanya kekaburan norma yang dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yakni 

membahas tentang kekaburan norma yang terdapat dalam PERDA Kabupaten 

Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat terhadap kewenangan Kepala Rakyat Masyarakat Hukum 

Adat Majene. Sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif analitis dapat 

menggambarkan gejala atau peristiwa hukum secara akurat dan jelas. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk 

menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder maupun bahan tersier, yang teknik pengumpulannya melalui 

penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum yang didapat dianalisis 

melalui melalui metode penelitian kepustakaan dikumpulkan, dianalisis, dan 

disusun sesuai dengan rumusan masalah penulis.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa :  

1. Dalam praktiknya, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur 

kehidupan masyarakat adat, termasuk penyelesaian sengketa secara 

musyawarah untuk menjaga keharmonisan sosial. Lembaga Adat dalam 
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Masyarakat Hukum Adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan, yang bersifat fleksibel dan mengutamakan mediasi serta 

musyawarah. Namun, PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 belum memberikan 

legitimasi hukum yang kuat bagi Lembaga Adat untuk bertindak secara resmi 

dalam penyelesaian sengketa. Perbandingan dengan regulasi di Kalimantan 

Selatan menunjukkan bahwa di daerah lain, peran Lembaga Adat lebih diakui 

dalam penyelesaian sengketa, bahkan ada mekanisme hukum adat yang lebih 

jelas. Putusan pengadilan negeri juga menunjukkan adanya variasi dalam 

mengakui hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, perlu 

ada penguatan peran Lembaga Adat di Kabupaten Majene agar memiliki 

kewenangan lebih dalam penyelesaian sengketa, sekaligus tetap 

mempertahankan prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat. 

2. Kepala Rakyat berperan sentral dalam Masyarakat Hukum Adat, terutama 

dalam menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga 

keseimbangan sosial serta budaya. Dengan kewenangan luas, ia mengelola 

administrasi adat, tanah ulayat, serta bertindak sebagai mediator dan hakim 

perdamaian dalam penyelesaian konflik. Keberadaannya diakui melalui norma 

adat yang diwariskan turun-temurun, didukung oleh otoritas hukum dan nilai 

spiritual. Namun, perannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam 

regulasi hukum formal. PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 tidak secara jelas 

mengatur kewenangannya dalam penyelesaian sengketa. Keputusan mediasi 

yang diambil memang tidak memiliki kekuatan hukum final, meskipun tetap 

dihormati oleh masyarakat adat  
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ABSTRAK 

 

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan 

penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dan kewenangan Kepala Rakyat 

menurut PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan 

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian doktrinal yang membahas 

kekaburan norma yang terdapat dalam PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 

2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

terhadap kewenangan Kepala Rakyat Masyarakat Hukum Adat Majene.  

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Lembaga Adat memainkan 

peran penting dalam mengelola kehidupan masyarakat adat, khususnya dalam 

menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan musyawarah. Namun, PERDA 

Majene No. 1 Tahun 2023 belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi 

kewenangan tersebut. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, pengakuan 

terhadap Lembaga Adat di Majene masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

untuk memperkuat peran Lembaga Adat agar memiliki otoritas lebih dalam 

penyelesaian sengketa, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip hukum adat yang 

berlaku. Kedua, Kepala Rakyat memiliki peran utama dalam Masyarakat Hukum 

Adat, terutama dalam menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa, dan 

menjaga harmoni sosial serta budaya. Dengan kewenangan yang luas, ia 

bertanggung jawab atas administrasi adat, pengelolaan tanah ulayat, serta berperan 

sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Keberadaannya diakui melalui norma 

adat dan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perannya 

masih menghadapi kendala dalam regulasi formal, karena PERDA Majene No. 1 

Tahun 2023 belum secara tegas mengatur kewenangannya. Meskipun hasil mediasi 

adat dihormati oleh masyarakat, keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat 

Kata Kunci (keyword): PERDA Kabupaten Majene, Penyelesaian Sengketa, 

Lembaga Adat 
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